amanat dies iain jogjakarta
KETUA M.P.R.S.

Q)jena’vm-/ Dr. A F Hasution

Assalamu‘alaikum w. w.

Bapak Rektor, Bapak2 para Mahaguru, para Dosen, adik2
para Mahasiswa dan Saudara para hadlirin sekalian.

Permintaan Bapak Rektor LAIN, Sunan Kalidjaga kepada
saja untuk menghadliri dan memberi amanat pada Dies Natalis
ke-VIT-TAIN Sunan Kalidjaga jang diadakan ini hari, menjesal
sekali saja tidak dapat hadlir sendiri, berhubung keadaan belum
mengidzinkan. Hanja dengan perantaraan pembantu saja, saja
sampatkan amunat atau pesanan tertulis untuk dapatnja diman-
faatkan dalam Dies Natalis ini.

Pertama, saja sampaikan selamat atas Dies Natalis ke-
VII-TAIN Sunan Kalidjaga ini, seraja berpengharapan dan berdo’a
semoga pada tahun2 selandjutnja TAIN ini lebih madju, sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masjarakat Islam dan umat Indonesia
pada umumnja.

Ked ua, perkenankanlah pada saat jang sangat berharga
ini, saja menjampaikan pokok persoalan jang saja anggap perlu
diketahui oleh para Mahasiswa dan masjarakat pada umumnja,
jaitu: Gagasan garis besar haluan Negara se-
sudah pemilihan umu m.

Hadlirin sekalian !
Marilah kita tindjau bersama persoalan tersebut.
I PENGERTIAN "HA L'UAN/N'EGARA
1. Manipol berisi persoalan? pokok dan usaha2 pokok Revolusi
dan berlaku tanpa batas waktu tertentu.
2. Dalam melaksanakan UUD ‘45 Konsekwen, Sidang
Umum 1V dan Sidang Istimewa MPRS menentukan :
. 1. Rakjat menentukan tiap 5 tahun via MPRS Haluan
Negara dalam arti PROGRAM UMUM.

2. Manipol tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
serta perlu diganti ; dan Pimpinan serts BP. MPRS
ditugaskan untuk menjiapkan KONSEPSI.

Atas dasar itu, berhubung Pemilihan Umum tahun 1968
jang akan datang setjara prakiis berarti membuat
PROGRAM 5 tahun sesudah Pemilihan Umum, -jung
nanti akan diserahkan kepada MPR.

S}

1



2. 3. Tentang persoalan2 pokok revolusi kita jakni Id=ologi,

Dasar Tudjuan dan Usaha2 pokok, sebenarnja telah
termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD ’45.
MPR melengkapinja dengan landasan2 kebidjaksanaan
dibidang Dalam Negeri, Luar Negeri, EKUBANG,
SOSBUD dan HANKAM sebagaimana telah 'dikerdja-
kan oleh Sidang Umum ke-IV MPRS jang seperlunja
tiap 5 tahun dapat diperbaharui atas dasar perkem-
bangan situasi dan kondisi.

Atas dasar itu MPR tiap 5 tahun djuga menetapkan
PROGRAM KERDJA NEGARA, dibidang? tersebut dan
memilih PRESIDEN SEBAGAI PELAKSANAANNIJA.
Inilah sistim UUD °’45, Demokrasi Pantjasila; Beda
dari sistim libera]l atau Negara2 Sosialis, Jang partai2
berkampanje dengan ideologi dan programnja, jang
mana setelah menang pemilihan tumum otomatis d’, i
program Negara.

. Djadi menurut Sidang Umum ke-IV MPRS: ,,Gans2

Besar Haluan Negara menurut UUD 45 adalah Pro-
gram Umum jang harus dilaksanakan oleh Pe-
merintah.”

Program adalah planning jang telah dikairt-
kan dengan faktor waktu.

Haluan Negara (planning) adalzh salah satu unsur pokok
dari tiga unsur pokok sosialisme ; planning, production
dan_ distribution.

Oleh karena itu dalam Negara sosialis atau dalam
Negara jang menudju sosialisme, Haluan Negara harus
ada,

Memang tiduk mungkin tertjapai kemakmuran (pro-
duction) jang terbagi adil (distribution) keseluruh
masjarakat djtka tidak ada planningnja.

. 5. Dimasa revolusi fisik kita tidak sempat menjusun

Haluan Negara dalam arti program umum.

Memang pada waktu itu Kebutuhan akan Hauluan
Negara belum terasa mendesak karena seluruh kegiatan
bangsa ditjurahkan pada penghantjuran kolonialismé
setjara fisik.

Pada periode 1950—1959 kita belum memiliki Haluan
Negara, tetapi tjita2 perdjuangan Bangsa Indonesia jang
terkandung dalam pembukaan UUD °’45 telah dilak-
sanakan dengan tjara jang berazaskan liberalisme,
Ternjata pelaksanaannja setjara liberal tersebut tidak
membawa kemanfaatan bahkan melahirkan kekatjauan2
disegala bidang kehidupan.

Pada periode 1959—1965 kita telah menetapkan Haluan
Negara jaitn Manipol jang materinja maupun pelak-
sapagnnja menggunakan azas2 Marxis.



2,

6.

Dengan methode Marxis ini ternjata tjita2 Bangsa
Indonesia tidak semakin dekat terijapainja, melainkan
mendjadi berantakan tidak menentu dengan puntjaknja
terdjadinja pengchianatan PK I dan penjelewengan
dalam bentuk optimal dari Orde Lama terhadap Pan-
tjasila dan UUD '45.

Berdasarkan pengalaman2 tersebut maka selain Haluan
Negara pengganti Manipol jang hendak disusun harus
benar2 berdasarkan Puantjasila dan UUD 45, methode
pelaksanaannja (azas? pelaksanaannja) djuga harus
benar2 berdasarkan Pantjasila dan UUD 45, metlhode
atau azas jang demikian dapat kita sebut methode
DEMOKRASI PANTJASITA.

PENGERTIAN REVOLUSI, sebagai IDEOLOGI, ge-
bagaimana dalam Marxisme / Leninisme, dilarang oleh
Tap. MPRS No. XXV, jakni adjaran revolusi perma-
nen jang bersumber pada adjaran pertentangan klas.
Revolusi tersebut adalah bentuk  konkrit daripada
kontradiksi antara klas-proletar dan klas-bordjuis dan
baru akan selesai pada saat klas bordjuis diseluruh
dunia hantjur dan berdirinja masjarakat komunis,

PENGERTIAN REVOLUSI SEBAGAI HAKEKAT,
sebagal umwertung aller werte, telah kita kerdjakan
sedjak Proklamasi *45. :

MANIPOL jang disistimatisir, diperintji oleh D.P.A.
panitya Aidit, menganut pengertian revolusi sebagai
ideologi, jaitu terbukti dengan uraiannja bahwa revo-
lusi adalah rentetan konfrontasi jang terus-menerus.
Dan sebagai konsekwensinja Manipol djuga mentjip-
takan dua golongan klas jang berkonfmntasi_ ferus—
menerus, sesual dengan dialektika materialisme jang
mendalilkan bahwa kontradiksi merupakan pengaruh
daripada perkembangan ‘materi menudju perubahan
kwalitasnja.

Selama masa Manipol, Rakjat Indonesia selalu dalam
keadaan konfrontasi terus-menerus termasuk konfron-
tasi antar golongan dalam masjarakat sendiri. Keadaan
jang demikian selain tidak memungkinkan untuk pe-
laksanaan pembangunan, djuga merupakan keadaan
jang aman untuk excuse bagi kegagalan? para Pim-
pinan Negara dan Pimpinan masjarakat, bahkan me—
nindas social controle dari rakjat dengan mentjap sebagai
kontra revolusi.

Dalam masjarakat jang sedang berkembang (termasuk
Indonesia) dimana peralatan dan perlengkapan Negara
dan ketjakapan masjarakat termasuk apparaturnja
belum fixed, tidak mungkin dilaksanakan perdjuangan
setjara konvensionil evolu sioner, melainkan harus setjara
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revolusioner (dalam arti methode kerdja) atau non
konvensionil dinamis. Tegasnja perdjuangan Bangsa
Indonesia mentjapai tjita2-nja harus setjara revolu-
sioner dalam arti berdjuang, dan tidak dalam arti ber—
revolusi menurut adjaran komunisme.

2. 7. Sistimatik Manipol dan masalah? jang diatur dalam
Manipol adalah-hampir identik dengan hagil Lkonggres
Nasional PKI jang ke-V bulan Maret 1954.

Satu2nja perbedaan jang prinsipieel antara Manipo!
dan hasil konggres P K.I. jang ke-V tersebut adalah
tentang kepemimpinan revolusi :

— Manipol tidak mensjaratknn bahwa kepemimpinan
revolusi harus dipegang oleli kelas buruh.

- Sedang konggres Nasional ke-V PKI, hal itu me-
rupakan pensjaratan. Hal ini telah diberi djawaban
oleh Aidit pada kuliahnja disekolah Partai di Peking
tanggal 2 September 1963, bahwa :

»Tidaklah dapat diharapkan bahwa masalah pimpinan
kelas burul dapat dirumuskan dalam Manipol . Mani-
pol hanja sampai menjatakan bahwa kaum buruh dan
kaum tani merupakan soko-guru revolusi, dan tidak
berkata apa2 tentang kelas mana jang mempunjai tugas
sedjarah memimpin revolusi.”

I. GARIS BESAR HALUAN NEGARA SESU-
DAH PEMILIHAN UMUM

Garis besar Haluan Negara sesudah Pemilu berpangkal dan

melandjutkan Garis Besar Haluan Negara sekarang, herlandas—
kan hasil2 Sidang Umum ke-TV MPRS.

1.

Ganis Besar Haluan Negara ¢q.  Program tahap ini 1alah
DWI DARMA/TJATUR KARYA KABINET AMPERA,
POKOKNJA STABILISASL

AHAP STABILISASI ini adalah untulk memungkinkan
TAHAP PEMBANGUNAN, jang tingkat ke-satunja ialah
program 5 tahun sesudah Pemilu.

TAHAP STABILISASI harus ditjapai pada Pemilu j.ad.
Tahap Stabilisasi ini adalah meruntuhkan Orla dan mene-
gakkan Orba. Intinja ialah menegakkan KEBENARAN dan
KEADILAN, via penegakan kehidupan KONSTITUSL dan
HUKUM dan USFHA PERBAIKAN HIDUYP RAKJAT.

Tahap stahbilisasi menﬁachiri tahap pergolakan sosial-politik
dan membuka djalan ketahap pembangunan sosial ekonomi.
Sebenarnja setelah sukses perang kemerdekaan 45--50, ha-
rusiah kita mulai stabilisasi untuk dapat melangkah kepada
Pembangunan masjarakat adil dan makmur. Tetapi KE-
PEMIMPINAN NASIONAL kita telah gagal dalam stabilisasi,



bahkan menjeleweng dari Pantjasila/UUD 45, membawa
liberalisme, kemundian Marxisme dan kultus individu, bahkan
dengan itu pada kenjataannja melahirkan NEO-FEODAIL-
ISME dengan durno-ismenja, bersekutu dengan NEO-IM-
PERIALISME PKI/RRT, jang berpuntjak pada peng-
chianatan Lubang Buaja. Inilah Orla.

Karena itu, Angkatan ‘66 melahirkan Orde Baru jang
meruntuhkan Orde Lama tersebut via Super Semar, via
SU. ke-IV dan S.1. MPRS sehingga terdjebollah semua
hambatan dan penjelewengan fisik/politik /konstitusionil.

S.1. MPRS mendjebol benteng terachir Orde Lama.

Sesudah 8.1 MPRS itu dapatlah dilaksanakan REHA-
BILITAST menudju STABILISAST POLEKSOS jang sebe-
narnja, berarti meng-ORBA-kan disegala bidang ditingkat
NEGARA dan MASJARAKAT. Disatu pihak mengikis habis
sisaZ Orla dan dilain fihal: MODERNIS. \‘*-I PEMBAHARU-
AN KEHIDUPAN POLEKSOS SETJARA \IL\D ASAR dan
MENJELURUH, bukan sekedar }.,ﬂ.nt.l pemimpin. [‘apl ada-
lah ganti POLA dan STRUKTUR, jang sehenarnja adalah:
"MULAL SUNGGUH2 MELAKSANAKAN TJITA2Z PRO-
KLAMASI "45”.

Kabinet Ampera harus kita sukseskan, untuk mentjip:
takan stabilisasi untuk take off pembangunan masjarakat
adil/makmur, berarki “pembangunan ketjerdasan dan ke-
makmuran setjara bertahap-tahap 2 a 5 tahun jang men-
datang sesudah Pemilu™,

HI. GAGASAN MENTANG IS8T PROGRAM -5
TAHUN SEBUFPAHSEE MTT,U
Dalam membahasciprogram |5 trhun  demikian, ada dua
bidang jang hams digarap jaitu :
ke-1. Memberikan sarana2 jang wadjar, sehagal sjarat un-
tuk suksesnja ‘pelaksanaan program2 Pemerintah.
ke-2. Tudjuan program umum 5 tahun itu meliputithidang2
DALAM NEGERI, LUAR NEGFRI, EKUBANG,
SOSBUD, HANKAM dan lain2.
Dalam hal sarana2 jang wadjar, periu didahulukan :

— Perbaikan apparatur Negara sebagai pelaksanaan dibi-
dang executif, legislatif, dan judikatif.

— Effisiensi struktur dan prosedure Kabinet herdasarkan
UUD ’45.

-— Modernisasi Pedesaan sebagai unit2 dasar Negara dan
masjarakat.

— Keseimhangan fungsi dan tugas antara Pusat-Daerah-
Desa, untuk pengembangan swadaja jang maximal,
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— Melembagakan perentjanaan dan pengawasan dalam ke—
giatan2 Negara, untuk mendjamin integritas?2 dan pendjabat
Negara.

Dimasa2 j.l. hal ini biasanja diabaikan, sehingga kita alami
in-effisiensi, salah urusdan korupsi jang meningkat.

Dalam melaksanakan program umum 5 tahun jang meli-
puti semua bidang itu, perlu diutamakan bidang sosial,
ekonomi/pergaulan hidup-rakjat.

IV. GAGASAN TENTANG STRUKTUR KABI-
NET DAN DJAMINAN TATA USAHA ME-
NURUT, UUD 45 !

1. Presiden/Wakil Presiden selaku penjelenggara kekuasaan
Pemerintahan Negara tertinggi dibawah MPR, memimpin
Kabinet (concentration of power and responsibility upon
the President) dan oleh karenanja tidak diperlukan adanja
Presidium Kabinet.

2. a. Sesuai dengan demokrasi Pantjasila jang mengula—
makan hikmah kebidjaksanaan permusjawaraan, perlu
diadakan Dewan2 musjawarah jang bertugas menen—
tukan kebidjaksanaan umum jang integral dan tepat
serta bersifat saran kepada Presiden/Wakil Presiden
tanpa mengurangi tanggung-djawab sebagai Menteri-
Menteri sctjara konstitutionil.

b. Dewan musjawarah pada tingkat teratas adalah seting-
kat Menteri Utama dalam Kabinet Ampera sekarang
dan diketuai oleh Presiden/Wk. Presiden jang berang-
gautakan : '

— unsur ex-offisio/ Menteri2 jang bersangkutan,

— unsur ilmiah,

— unsur praktisi dalam masjarakat.

Keanggautaan Dewan musjawarah tidak hersifat politik.
Dewan2 ini memegang kekuasaan poliecy dan mengin-
tegrasikan bidang2 SOSBUD, EKUBANG, KAMNAS,
D.N., dan L.N., policy KAMNAS, serta mengkoor-
dinasi/mengawasi eksekusi jang harus dilaksanakan oleh

Menteri KAMNAS, dibidang Militer, dan oleh Menter2
lain dibidangnja masing2.

¢. Pada tingkat Menteri dan Direktur Djenderal diadakan
pula Badan2 Musawjarah jang diketuai oleh Menteri/
Dirdjen jang bersangkutan. '
Tugas, komposisi dan sifat2 konform dengan Dewan
Musjawarah. '



3. Djumlah Departemen dieffisienkan.

Djumlah Departemen disederhanakan dengan hanja mem-
bentuk Departemen bagi fungsi? pemerintahan jang mem—
butubkan organ2 pelaksana kebawah, sedang bhagi fungsi2
pemerintahan jang hanja dibutuhkan ditingkat pusat diben-
tuk "BOARDS ” atau panity a2 tetap, karena hanja
bertugas policy. Koordinasi dan supervisi, seperti koperasi,
transmigrasi dan lain-lain.

4. Djabatan Direktur Djenderal kebawah seharusnja adalah
djabatan karier pilihan atas keachlakan, keahlian dan
kepemimpinan:

Sistim djabatan karier ini untuk mendjamin integritas, kon—
tinuitas dan stabilitas apparatur pemerintahan.

V. RE-ORGANISASI

Sebagai Negara Késatuan perlu reorganisasi vertikal dengan
memperhatikan pedoman2 pokok TAP. MPRS XXI/66 di-
bidang strukturil dan TAP. MPRS XXIII/66 di bidang
Ekubang, serta TAP. XXVII dan XXVIII bidang agama,
pendidikan, kebudajaan dan sosial serta Resolusi Pembinaan
Kesatuan Bangsa.

1. Harus diutamakan disamping effisiensi Kabinet, sebagai
puntjak nasional, ialah APPARAITUR PEDE -~
SAAN sebagai sendi2 Negara dan masjarakat. Perlu
suatu—fungsi dan struktur DASWATI III menurut
wilajah ketjamalan jang kongruen dengan pimpinan
nasional, bertjabang kepada rukun kampung, rukun te-
tangea dan keluarga.

Daswati III haruslah djadi unit2 otonoom jang bisa
tjukup berdikari.

2. Adapun eselon Daerah’ Tingkat I dan 1I hendaknja di-
sederhanakan/dieffisiensikan dengan titik serta fungsinja
sebagai support terhadap pusat dan Daswati III,
chusus dalam span of controle, dan jang mengutamakan
sifat tehnis diatas politis.

Untuk tugas2 politis jang terutama ialah Legislatif ‘dan
budget DPR, kedua tingkat inilah jang melakukan, jang susunan
dan pemilihannja bisa lebih sederhana.

Dalam Negara Kesatuan, jang terpenting ialah egelon teratas
dan terbawah ; beda dengan Negara Federa! jang mengutamakan
eselon daerah/Negara bagian.

Namun geografis dan sedjarah Nusantara kita memerlukan
eselon tengah jang politis berwibawa ; di Djawa umumnja -Ka—
bupaten2. Sedang diseberang (Luar Djawa) umumnja daerah
Karesidenan.



Hadlirin sekalian |

Demikianlah persoalan jang saja anggap penting dan perlu
diketahui oleh masjarakat terutama oleh para Mahagira, para
Dosen dan para Mahasiswa.

Sebagai penutup, sekalilagi saja sampaikan " Selamat
Ber-Dies-Natalis'™ Tahan selalu menjertai kita.

Sekian, terima kasth.
Wassalam w. w
Dijakarta, 10 Djuni 1967.

KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA
Ltd.

DR. AvH, NASUTIO N
DJENDERAL TNL

Para penulis dalam nomer ini al. :

— H. M. Salim Fachry — Ketua Djurusan Bahasa
Arab pada Fakunltas Tarbijah TAIN
sojarify Hidajatullah'™ Djakarta,

.— A Razaq Al Amudy — Pembantu Dekan pada
Fakultas Adab IAIN | Sunan ‘Ampel™

Surahaja.
— Drs. Boemadi Soerjabrata — Ketua Djurusan

Imu Pendidikan pada Fakultas
Tarbijah I A I N ,,Sunan Kalidjaga'',
Jogjakarta.

— Dirs. Zuber Usman -- Dosen Bahasa Indonesia
pada Universitas ,,Indonesia’ dan
IAIN ; Sjarif Hidajatullah™ Djakarta.

10



